BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah menjalankan Praktek Kerja Profes Apoteker di Rumah Sakit Panti Rapih
Jogjakarta mulai tanggal 31 September 2015 hingga 23 Oktober 2015, dapat disimpulkan
bahwa :

1. Praktek Kerja Profes Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta
memberikan kesempatan bagi calon Apoteker untuk mempelgari strategi dan
pengembangan rumah sakit, dalam bidang mangjerial khususnya dalam mengelola
perbekalan farmas dari kegiatan seleks obat, perencanaan, pengadaan, distribusi,
penyimpanan dan penggunaan obat hingga sampai ke pasien.

2. Peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian di
Rumah Sakit Panti Rapih telah berjalan dengan baik sehingga mahasiswa memahami
peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab A poteker.

3. Rumah Sakit Panti Rapih melakukan strategi pengembangan rumah sakit dengan
memberikan pelayanan terbaik kepada pasien baik dalam bidang medis maupun
sarana dan prasarana.

4. Seorang apoteker harus mampu memahami permasalahan yang ada di rumah sakit
dengan berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien yaitu dengan
melakukan analisis resep, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta mampu
memberikan pelayanan swamedikas demi tercapainya pengobatan yang rasional.

5. Praktik Kerja Profes Apoteker yang telah dilaksanakan diharapkan mampu
memberikan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa tingkat
profesi apoteker tentang peran farmasis dalam melaksanakan asuhan kefarmasian
(Pharmaceutical Care) di Rumah Sakit sehingga kedepannya dapat menjadi suatu
bekal dalam melaksanakan praktik kerja yang profesional
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5.2. Saran
Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi di Rumah Sakit Panti
Rapih Jogjakarta adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan kegiatan PIO dalam rangka meningkatkan pengetahuan
dan wawasan terkait pengobatan untuk pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Edukasi
ke pasien bisa dalam bentuk penyuluhan atau pembagian brosur, sedangkan edukas
untuk tenaga kesehatan lain bisa dengan melakukan pelatihan tentang materi
tertentu.

2. Perlu adanya peningkatan peran Apoteker sehingga farmasi klinik dapat berjalan
dengan baik dan pelayanan kefarmasian di rumah sakit berjalan lancar.

3. Menambah jumlah tenaga kefarmasian sehingga kegiatan kefarmasian dapat berjalan
secaramaksimal.

4. Melengkapi sarana dan prasarana seperti ruang konseling.
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